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VISI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

VISI INDONESIA 
2025-2045

• Berdaulat
Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman, 
Tangguh

• Maju
Berdaya, modern, Tangguh, inovatif 
dan adil.

• Berkelanjutan
Lestari dan seimbang antara 
Pembangunan ekonomi sosial dan 
lingkungan

VISI JAWA BARAT 
2025-2045

• Termaju
Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat 
kemajuan dan perkembangan 
pembangunan yang paling tinggi 
dibandingkan dengan provinsi lainnya.

• Berdaya Saing Dunia
Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan 
kompetitif di tingkat dunia dalam 
berbagai aspek.

• Berkelanjutan
Menjamin kelestarian sumber daya alam 
dan kualitas lingkungan hidup dengan tata 
kelola yang baik dalam jangka panjang 
secara berkesinambungan selama 4 
(empat) tahap periodisasi pembangunan 
untuk mencapai visi Jawa Barat pada 
tahun 2045. 

VISI JAWA BARAT 
2025-2029

• Bersatu
Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila 
dan Semangat Bhineka Tunggal Ika

• Istimewa
Komitmen pemerintah provinsi Jawa 
Barat dalam memberikan 
pembangunan dan pelayanan publlk 
yang terbaik untuk kesejahteraan 
Masyarakat.

• Lembur Diurus 
Pembangunan wilayah pedesaan 
sebagai Kawasan pertanian dan 
konservasi yang dikelola untuk 
memperkuat ketahanan pangan dan 
keberlanjutan lingkungan hidup.

• Kota Ditata
Pembangunan wilayah perkotaan 
sebagai Kawasan perdagangan barang 
dan jasa, serta Kawasan industri yang 
dikelola untuk pengelolaan sumber 
daya dan daya saing daerah.

VISI INDONESIA
2025-2029

“Bersama Indonesia Maju, 
Menuju Indonesia Emas 

2045”

Pembangunan memerlukan kerja sama 
seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan 
kesamaan tekad berdasarkan fondasi 
yang telah dibangun oleh pemerintah 
sebelumnya untuk mewujudkan 
Indonesia setara negara maju di tahun 
2045.

VISI Pembangunan nasional DAN JAWA BARAT
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Lengkah Katilu:

Lengkah Kalima:

Lengkah Kagenep:

Lengkah Kadua:

Lengkah Kaopat:

Lengkah Kahiji:

Lengkah Kadua:

Lengkah Kadalapan:

Lengkah Katujuh:

Lengkah Kasalapan:

Mewujudkan Sumber 
Daya Manusia 
Berkarakter Unggul

Mengembangkan 
ekonomi kerakyatan 
dan Investasi berbasis 
kearifan lingkungan 
yang tidak eksploitatif

Mengurangi Disparitas 
Pembangunan Daerah 

Perkotaan Pedesaan, 
serta Miskin dan Kaya

Mewujudkan Masyarakat dan 
Birokrasi yang Adaptif, 
Berorientasi Pelayanan 
sesuai dengan Prinsip Good 
and Clean Governance

• Penanganan stunting 
dan gizi buruk.

• Pangan bergizi dan 
nutrisi tinggi.

• Industri pengobatan 
kearifan lingkungan.

• Pendidikan berkarakter. 
• Ruang kelas baru.
• 10 ribu manajer putra 

daerah (beasiswa).

• Terjaminnya layanan 
kesehatan.

• RSUD Kab/Kota 
dengan layanan 
khusus.

• Beasiswa dokter 
spesialis.

• Lapangan kerja baru. 
• Mendorong investasi. 
• Pengembangan pariwisata. 
• Ekonomi kreatif.

• Ekosistem ekonomi 
pertanian organik.

• Infrastruktur jalan (Jalan Leucir).
• Pembangunan rumah rakyat miskin.
• 100% elektrifikasi.
• Sanitasi lingkungan.

• Jaringan irigasi (Cai Ngalir).

• Reboisasi lingkungan dan lahan.
• Penyelamatan sumber mata air.
• Normalisasi sungai.
• Kampung adat, nelayan.

• Pengelolaan sampah mandiri.

• Peningkatan kesejahteraan Kepala 
Desa, Perangkat Desa, RT, RW, 
Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, 
Guru Agama, Ajengan. 

• Birokrasi melayani masyarakat.

9 LANGKAH PEMBANGUNAN JAWA BARAT
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PELUANG DAN TANTANGAN KE DEPAN

NO TANTANGAN PELUANG

1
Regulasi yang belum adaptif terhadap pendekatan 
pembangunan berbasis lingkungan dan kearifan 
lokal.

Mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan yang 
mengakui dan menguatkan praktik lokal, seperti pertanian 
organik dan kampung adat.

2
Tumpang tindih kewenangan antara pusat dan 
daerah dalam pengaturan sektor pendidikan, 
kesehatan, dan desa.

Memperkuat otonomi daerah melalui regulasi yang 
mengatur pelimpahan kewenangan dan kejelasan peran 
untuk mendukung pelayanan publik.

3
Rendahnya kualitas regulasi turunan (Perda/Perkada) 
dalam mendukung implementasi program prioritas 
daerah.

Optimalisasi fungsi legislasi daerah untuk menghasilkan 
produk hukum yang responsif dan implementatif terhadap 
kebutuhan masyarakat.

4
Kurangnya instrumen hukum yang melindungi tenaga 
akar rumput seperti kader Posyandu, guru agama, 
dan Linmas.

Perancangan regulasi afirmatif yang memberikan 
pengakuan, perlindungan, dan insentif kepada pelaku 
layanan dasar di level komunitas.

5
Minimnya regulasi yang mengintegrasikan aspek 
pembangunan berkelanjutan dalam sektor investasi 
dan infrastruktur.

Peluang untuk memasukkan prinsip green development 
dan sustainable governance dalam penyusunan regulasi 
investasi dan pembangunan.
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